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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR 57 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEBIJAKAN  AKUNTANSI  BADAN  LAYANAN  UMUM  DAERAH  PADA  

RUMAH SAKIT  UMUM DAERAH dr. MOHAMMAD ZYN  

KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor   71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

dinyatakan dalam Pernyataan  Standar  Akuntansi  

Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan Badan Layanan Umum,  penyajian  laporan  

keuangan  BLUD   diatur   dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual; 

 b.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah, bahwa laporan keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah disusun berdasarkan 

Standar Akuntansi Pemerintahan dengan mengembangkan 

dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan 

Peraturan Bupati; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan 

Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sampang. 
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Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang     

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020     

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020     

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020             

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
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2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah   

Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019      

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan 
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Berbabis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           

Nomor 1781); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 

Nomor 29); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10  Tahun 

2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2019 Nomor 10); 
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21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Pola Tata kelola RSUD Kabupaten Sampang (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 4); 

22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang 

(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 

64); 

23. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2019 Nomor 75) sebagaimana diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2020 Nomor 21); 

24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 

Nomor 19). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN  AKUNTANSI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN 

SAMPANG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 
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2. Bupati adalah Bupati Sampang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 

4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian 

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang yang 

selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Mohammad Zyn Kabupaten Sampang. 

6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 

7. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat 

PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. 

9. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar 

penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan 

merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 

penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan 

dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

10. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang 

selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian 

lebih lanjut atas  PSAP. 

11. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis 

akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. 

12. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, 

utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta 

mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

APBN/APBD. 

13. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat 

KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas 

menyusun SAP. 

14. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari 

prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan 

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 

keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Kebijakan akuntansi BLUD RSUD mengatur penyajian laporan keuangan 

untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas 

akuntansi; 

Pasal 3 

Kebijakan akuntansi BLUD RSUD bertujuan sebagai: 

a. dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD dalam rangka 

memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; dan 

b. dasar perlakuan atas pengakuan RSUD, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan komponen laporan keuangan BLUD. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Kebijakan akuntansi BLUD RSUD terdiri atas: 

a. prinsip-prinsip; 

b. dasar-dasar; 

c. konvensi-konvensi; 

d. aturan-aturan; dan 

e. praktik-praktik  spesifik  yang  dipilih  oleh  RSUD dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan. 

 

BAB III 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

 

Pasal 5... 
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Pasal 5 

Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan 

Akuntansi BLUD RSUD mengacu pada Kerangka Konseptual Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Sampang. 

 

Pasal 6 

Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

meliputi : 

a. Kerangka Konseptual Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

b. Kebijakan Akuntansi 01 Penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD 

Kabupaten Sampang, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

c. Kebijakan Akuntansi 02 Akuntansi Pendapatan-LO  sebagaimana  

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini; 

d. Kebijakan Akuntansi 03 Akuntansi Beban, tercantum dalam Lampiran 

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

e. Kebijakan Akuntansi 04 Akuntansi Pendapatan-LRA sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini; 

f. Kebijakan Akuntansi 05 Akuntansi  Belanja  sebagaimana  tercantum  

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

g. Kebijakan Akuntansi 06 Akuntansi Pembiayaan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

h. Kebijakan Akuntansi 07 Akuntansi Aset sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

i. Kebijakan Akuntansi 08 Akuntansi Kewajiban sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

j. Kebijakan Akuntansi 09 Akuntansi  Ekuitas  sebagaimana  tercantum  

dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

k. Kebijakan Akuntansi 10 Konsolidasi Laporan  Keuangan  BLUD  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak 
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terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

l. Kebijakan Akuntansi 11 Koreksi Kesalahan sebagaimana tercantum  

dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 7 

Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2020. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 
Ditetapkan di : Sampang  

Pada tanggal : 30 Desember 2021  

BUPATI SAMPANG, 

 

ttd. 

H. SLAMET JUNAIDI 

 

Diundangkan di  : Sampang 

Pada tanggal  : 30 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 

 

 ttd. 

YULIADI SETIAWAN, S.Sos.,MM, 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19660711 198809 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 57  
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